SALINAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk melaksanakan keteramsal 151 Peraturan Pemerintah Nomor

1.

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeedn, mengatur pokok-
pokok pengelolaan keuangan daerah dengan priresigparansi, akuntabilitas
dan partisipatif ;

bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo No&®rTahun 2001 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sdalkai lagi dengan
perkembangan yang ada ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaeiel huruf a dan
huruf b konsideran ini, maka perlu mengatur danetegkan kembali Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan PeratDaerah Kota

Probolinggo.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 195filahg Pembentukan Kota kecil di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dama Jarat (Berita Negara
tanggal 14 Agustus 1950) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangkPRgerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf7 1Blomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor686)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 TaR0@0 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 199@nig Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik fad@a Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 3952) ;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang k@ara Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Taaubdembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rddbaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoBio Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isgon&ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republidoriasia Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rlesaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRepndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rkplridonesia
Nomor 4400) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang erSistPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknegia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4421) ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petaken Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi#b, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)gabwna telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangt&®an Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 TahQ& &htang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemkeant®aerah Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesiauff 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd548) ;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangriPangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LemUdsemara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tgrRanubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Probolinggo (Penjelastalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tgr{@mwenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (@emiNegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 rtgrikedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran aNegRepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4028) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004rngritedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &dRgerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9@mf@ahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) selbagaa telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangoBhan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukaotoller dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran MNedaepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Leamba Negara
Republik  Indonesia Nomor 4540 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200%ngnPengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Irglan@ahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamgsmor 4502) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tgn@tandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoneshaurm2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&(@i3)4;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005arigntPinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 doh36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005arngntDana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Moh®Y, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tgntdistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesdian 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd567) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tgnitibhah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mohd3®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200%ngnPengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®5 2RBomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadid&i/8) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tgrRedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Bdgepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara bRkepindonesia
Nomor 4585) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentapgran Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Répuidlonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4614).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TEN TANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
Daerah adalah Kota Probolinggo ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prolgaing
Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;

a kb 0N

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;

6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Probolinggo

7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Probolinggo ;

8. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probogjag

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kotzofnggo ;

10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibarahdatiam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapkt diengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhuburgamgan hak dan
kewajiban daerah tersebut ;

11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruharat&egiyang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelgmtanggung jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah ;

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang swlgajdisingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daargldipahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, danpktetadengan Peraturan
Daerah ;

13.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daeradh dd@pala Daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan maggeeakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah ;

14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjdisyegkat PPKD adalah
Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagaidahara umum
daerah ;

15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkdd Btdalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umerahda
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16.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untukaksenakan tugas
bendahara umum daerah ;

17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyangitiasi SKPD adalah
perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selakygyoes anggaran/barang ;

18.Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakam sdhu beberapa
program;

19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjulisiagkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakanatatubeberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;

20.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenapgaggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan f&kJ3D yang dipimpinnya;

21.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang dibesisa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna angtsesn melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD ;

22.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewengegagunaan barang
milik daerah;

23.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uan@idgang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penanmdaerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah ;

24.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatimpeanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menammetgruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah lpmua yang telah
ditetapkan ;

25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional ydigjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,an d
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dahgka pelaksanaan
APBD pada SKPD ;

26.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionayy yditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,an d
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan betlageaah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD ;

27.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kahdae

28.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dadideaah ;

29.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah d¢akgi sebagai
penambah nilai kekayaan bersih ;

30.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daegaly ydiakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih ;

31.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih arperadapatan daerah dan

belanja daerah ;



32.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang anfendapatan daerah dan
belanja daerah ;

33.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang g¢ibdyar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembalk, feeda tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun angganfintnya ;

34.Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutngangkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluanggaran selama satu periode
anggaran ;

35.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang méxadglekn daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang berndaig udari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membagrabéli ;

36.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pé¢adekanganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputtesdradap kebijakan
tersebut dilakukan dalam persepektif lebih daru gahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusangybersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraaju ma

37.Prakiraan Maju forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang dire@anagguna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telahugisetan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya ;

38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/.progrgang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaramdargditas dan kualitas
yang terukur ;

39.Penganggaran Terpaduun{fied budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegméigk seluruh jenis belanja
guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasapada prisip
pencapaian efisiensi alokasi dana ;

40.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dingi tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembanguasional ;

41.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalamubkamtaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sudayar yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai denganSKRD ;

42.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksamakeh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaiamasasarukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pesfggm sumber daya baik
yang berupa personal (sumber daya manusia), banadgl termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau, kombinasi dari bebeetpa kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukamput) untuk menghasilkan keluaraoufput)

dalam bentuk barang / jasa ;



43. Sasarantérget) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program keluaran
yang di harapkan dari suatu kegiatan ;

44.Keluaran (otput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan olehat@giyang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasarartuglaan program dan
kebijakan ;

45.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfiyagsi
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

46.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yamgutsgla disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode&)({ahun ;

47.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutrgautiRencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencddaarah untuk periode
1 (satu) tahun ;

48.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutngigkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yaisy fregram dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untlikksanakannya ;

49.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Kla&lalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belam@a, mtmbiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satuptah

50.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang seterg disingkat PPAS
merupakan program prioritas dan patokan batas maksanggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program selagan dalam penyusunan
RKA-SKPD ;

51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjdisyagkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan dalkeigp SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggggaran;

52.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya deif@PP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung havesas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukamrgaan pembayaran ;

53.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyangitiai SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairany@argaditerbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM ;

54.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingd@M adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggargokupenerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;

55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutispagkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggarasé&p&ngguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DAM33tepada pihak ketiga

56.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yaedidkan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasional seharj-hari
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57.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang seigajdisingkat SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh penguna aagfarasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengellPA-SKPD yang
dananya dipergunakan sebagai uang persediaan una@ridanai kegiatan
operasional kantor sehari-hari ;

58.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan gafanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengganggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pebgeluaran DPA-SKPD
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uangegieen yang telah
dibelanjakan ;

59.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaaig y&lanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkaehgbengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Deltas pengeluaran DPA-
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari junblabtas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengantkan ;

60.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dib&gpada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang daplai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkamatpran perundang —
undangan atau akibat lainnya yang sah ;

61.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang ditbeli diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

62.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibdamerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapataididengan uang
berdasarkan peraturan perundang — undangan, pemargtau berdasarkan
sebab lainnya yang sah ;

63.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuampmmg kebutuhan yang
memerlukan dana relatif lebih besar yang tidak tdeenuhi dalam satu tahun
anggaran ;

64.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah meropskatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badiin/ang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengendalian melaluit alath evaluasi, untuk
menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaamanigam daerah sesuai
dengan rencana dan peraturan perundang — undangan ;

65.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat fgechdan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatalawan hukum baik
sengaja maupun lalai;

66.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingtaJD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemeriraerah yang dibentuk

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bgrepgediaan barang



dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan megaantungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipeeBsdan produktivitas ;

67.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkBt &Rlah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakarat&egisebagai dasar
penerbitan SPP ;

68. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperaefaat ekonomis seperti
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atanfaet lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangkaygrmela kepada
masyarakat ;

69. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota |Pwgdm

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a.

Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retrdaesah serta melakukan
pinjaman ;

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan nogatean daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga ;

Penerimaan daerah ;

Pengeluaran daerah ;

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olelakpiain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain y@dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusabaaahd;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh PemerintaderBh dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dakégaantingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalaatuPan Daerah ini meliputi :

> @

- ® 2 0 T @

Asas umum pengelolaan keuangan daerah ;
Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah ;
Struktur APBD ;

Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD ;
Penyusunan dan penetapan APBD ;

Pelaksanaan dan Perubahan APBD ;

Penatausahaan keuangan daerah ;

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;
Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD ;
Pengelolaan kas umum daerah;

Pengelolaan piutang daerah ;
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(1)
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1)

(2)

Pengelolaan investasi daerah ;

. Pengelolaan barang milik daerah ;

Pengelolaan dana cadangan ;

Pengelolaan utang daerabh;

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangah;daera
Penyelesaian kerugian daerah ;

Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepataah ;

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat paelatysan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, lsertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfadt masyarakat ;
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sstm yang terintegrasi
yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun dileda dengan Peraturan

Daerah.

BAB I
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5
Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerahhagalmegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerimdakrah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerafjisedza dimaksud
pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barangliae
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang ;
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bengemgeluaran ;
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemamgogénerimaan

daerah ;

f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengeloltang dan

piutang daerah ;
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3)

(4)

(5)

(1)

@)

3)

g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan peageldbarang milik
daerah ; dan

h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengaj@s tagihan dan
memerintahkan pembayaran ;

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaiinagiesdd pada ayat (1)

dilaksanakan oleh :

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan DaerahusPRKD ;

b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranrdpdeserah ;

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimakdachypat (3), sekretaris

daerah bertindak selaku koordinator pengelolaaarkgan daerah ;

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada2ayatyat (3), dan ayat

(4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tenpan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimameksud dalam pasal 5
ayat (4 ) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengeloldab AP
b. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolesamgbdaerah ;
c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perub&aib A
d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pgguagjawaban
pelaksanaan APBD ;
e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dabapepengawas
keuangan daerah ;
f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangtenggung jawaban
pelaksanaan APBD ;
Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud padalayatqrdinator pengelolaan
daerah juga mempunyai tugas:
a. Memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah ;
b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD ; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaaangzun daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepalaabager
Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertangguvelp atas pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan2ygada Kepala Daerah.
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

(2)

a.
b.
c.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolacanigem daerah ;
Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahad APB
Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yahglietéapkan dengan
Peraturan Daerah ;

Melakanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangkangguagjawaban
pelaksanaan APBD ; dan

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa ydimgpahkan oleh

Kepala Daerah ;

PPKD selaku BUD berwenang :

a.

b
C.
d

@

L ©T o 5 3

=

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

. Mengesahkan DPA-SKPD ;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;

. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem paaan dan

pengeluaran kas daerah ;

Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluararD AB&h bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah dkynj

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukarmdakdaksanaan
APBD ;

Menyimpan uang daerah ;

Menetapkan SPD ;

Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengedoltamusahakan
investasi ;

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pgjabgguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah ;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian @amiatas nama

Pemerintah Daerah ;

. Melaksanakan pemberian pinjaman atas hama Peniebaterah ;

Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;

Melakukan penagihan piutang daerah ;

Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan kenatagaah ;
Menyajikan informasi keuangan daerah;

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaam sEhghapusan

barang milik daerah.
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Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satkerja pengelola
keuangan daerah selaku kuasa BUD ;

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pad&layditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pomeyai tugas :

a. Menyiapkan anggaran kas ;

b. Menyiapkan SPD ;

c. Menerbitkan SP2D ; dan

d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaaerdh ;

(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimanakslish pada ayat (3)
juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksach d@dsal 7 ayat (2),
huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huraf, huruf n, dan huruf o ;

(5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

Pasal 9
Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksac ddsal 8 ayat (4), dapat
dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkunganaakerja pengelolaan keuangan
daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
Pasal 10
Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang daeratpumai tugas dan
wewenang :
a. Menyusun RKA-SKPD ;
b. Menyusun DPA-SKPD ;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluatas beban anggaran
belanja ;
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintapkarbayaran ;
f.  Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pilsatk dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan ;
h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggumgalp SKPD yang
dipimpinnya ;
I Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yaegjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya ;
J- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKP@®diaimpinnya ;
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipim@inny
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(@)

1)

(2)

Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengbanang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepalaabger
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kéfemida Daerah melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 11
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan dages melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja $EE®D selaku kuasa
pengguna anggaran/pengguna barang ;
Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud padalgyditetapkan oleh
Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD ;
Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimaraksiid pada ayat (1)
berdasarkan perkembangan tingkatan daerah, beS&BD, besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja lokasi, kompetdasiatau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya ;
Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab at&saedean tugasnya kepada

pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12
Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggalam delaksanakan
program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat padakena SKPD selaku
PPTK;
PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempurgas tmencakup :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengelupetaksanaan

kegiatan.

Pasal 13
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam PasglatZ1) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegidiaban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektifya ;
PPTK bertanggung jawab kepada pejabat penggunaaergguasa pengguna

anggaran.
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1)

@)

3)

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 14
Dalam Rangka melaksanakan wewenang atas pengguaraggaran yang
dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan p&jalgang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Skddaga pejabat
penatausahaan keuangan SKPD ;
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaiamiesuiimgada ayat (1)
mempunyai tugas :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yhajgkan oleh
bendahara pengeluaran ;

c. Menyiapkan SPM ; dan
d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD ;
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak bolenghkap sebagai pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan aidgarah, bendahara,
dan / atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 15
Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahamarimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangkasaedai anggaran
pendapatan pada SKPD ;
Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendalergelparan untuk
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD ;
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluarajaseaaa dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional ;
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaraandilanelakukan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, kegiatadagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak aigpagjamin atas kegiatan /
pekerjaan / penjualan tersebut, serta menyimpag paca suatu bank atau
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi ;
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluararra sdéaagsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kBpada selaku BUD.
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(1)

@)

3)

(4)

1)

(2)

3)

(4)

(1)

@)

BAB Il
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelengggramerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah ;
Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ay&e(figdoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masta untuk
tercapainya tujuan bernegara ;
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, peagan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi ;
APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pafelesn APBD setiap
tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17
Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalaok uang, barang dan
[ atau jasa dianggarkan dalam APBD ;
Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD rakanpperkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untiiggssumber pendapatan ;
Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, darigyeab daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBD ;
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Hemuamsarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran hdugkung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalamhjuwmafey cukup ;
Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD hadiskuhig dengan dasar
hukum yang melandasinya.

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahulaintenggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

(1)

Bagian Kedua
Struktur APBD
Pasal 20
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan daerah ;
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(2)

3)

(4)

b. Belanja daerah ; dan

c. Pembiayaan daerah ;

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada aatyfla meliputi semua

penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umumdbagrang menambah
ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daeraimdsdéu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah ;

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayatu(d) b meliputi semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang amangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalamaaiun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah ;

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pkatic meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau gleagan yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangdogkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 21
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud datm@al RO ayat (1) huruf a
terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
b. Dana Perimbangan ; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 22
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksuaim d&asal 21 huruf a
terdiri atas :
a. Pajak daerah ;
b. Retribusi daerah ;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahéan ;
d. Lain-lain PAD yang sah ;
(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud paaa(ayhuruf d mencakup

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipesahk

o

Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan hdaemag tidak
dipisahkan ;

Jasa giro;

Pendapatan bunga ;

Tuntutan ganti rugi ;

-~ ® o o

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap maiag asing ; dan
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g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai a&kid@i penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

Pasal 23
Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimakisud Basal 21 huruf b
meliputi :
a. Dana Bagi Hasil ;
b. Dana Alokasi Umum ; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakarubghendapatan daerah selain
PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, ddawarat, dan lain-lain

pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 25
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merudadatuan berupa
uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Realerimasyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yarigrieagikat ;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimamaaksud pada

ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersend

Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 26
(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksamagan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaduyitéari urusan wajib
dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketergeamdang-undangan ;
(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimanakdud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkanalkas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerahdrvujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikarehla¢sn, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangktensjaminan sosial ;
(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaisianaksud pada ayat
(2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapatandar pelayanan
minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan Haesesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 27
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal agii (3)
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, pragrdan kegiatan, serta jenis
belanja ;
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimdinzaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan susunan organisasi PemerinDasaah ;
Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana #sud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan ; dan
b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara ;
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintad®bagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kesregan Pemerintah
Daerah ;
Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana #sud pada ayat (3) huruf
b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan gataan pengelolaan
keuangan negara terdiri dari :
Pelayanan umum ;
Ketertiban dan keamanan ;
Ekonomi ;
Lingkungan hidup ;

Perumahan dan fasilitas umum ;

- ® 2 0 T p

Kesehatan ;
Pariwisata dan budaya ;

> @

Agama ;

i. Pendidikan ; serta

J. Perlindungan sosial ;

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatabagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemenmmtglaag menjadi
kewenangan Daerah ;

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagasdimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. Belanja pegawai ;

Belanja barang dan jasa;

Belanja modal ;

Bunga ;

Subsidi ;

Hibah ;

Bantuan sosial ;

- ® 2 0 T

- @

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

Belanja tidak terduga ;
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(8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis bekehhagaimana dimaksud

pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundangigadgang berlaku.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
Pasal 28
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Zasght (1) huruf c
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluysearbiayaan ;
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada )ayaencakup :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya ;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
d. Penerimaan pinjaman; dan
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman ;
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud patdd asnencakup :
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal Pemerintah Daerabh;
c. Pembayaran pokok utang ; dan
d. Pemberian pinjaman ;
(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerinpgambiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan ;

(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup dafiggaran

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
Rancana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 29
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakanjgbaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya lmeraedkepada RPJP Daerah
dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standaygmela minimal yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 30
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetgmkeng lambat 3 (tiga)
bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 31
(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutrsgbudi Renstra-SKPD
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijak@anogram dan kegiatan
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(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

)

pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengmyast dan fungsinya
masing-masing ;

Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud paidé pberpedoman
pada RPJMD.

Pasal 32
Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakanalpsean dari
RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPIx jarigka waktu 1
(satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerjaridtahe
Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) al@ngpenjabaran dari
Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasiapetan pelaksanaan
program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya ;
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuaamgan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajllaanah, rencana kerja
yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksemd&ngsung oleh
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendongargisipasi
masyarakat ;
Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayangB)pertimbangkan
prestasi capaian standar pelayanan minimal seseaigat peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat i€lisuh untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pens@ra penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan ;
Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnyas bilan Mei tahun
anggaran sebelumnya ;
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapleaigan Peraturan

Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD
Pasal 34
Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimalaad Pasal 32
ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD ;
Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaidiaraksud pada
ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APB@ ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri setiap tahun ;
Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan urA@BD tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada(3yaebagai landasan
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(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatny@ngahan bulan
Juni tahun anggaran berjalan ;

Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahapalie Daerah
bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBiagaenana
dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati mderif&bijakan Umum
APBD.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 35
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disdépak&emerintah
Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dafonplanggaran
sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah ;
Pembahasan prioritas dan plafon anggaran semesgbeaggaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedwdan Juli tahun
anggaran sebelumnya ;
Pembahasan prioritas dan plafon anggaran semesgheaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langiadgsi berikut :
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dasan pilihan;
b. Menentukan urutan program dalam masing-masing arusa
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masingxghpsogram ;
Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggasementara yang
telah dibahas dan disepakati bersama Kepala DaEalDPRD dituangkan
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersi@m&epala Daerah dan
Pimpinan DPRD ;
Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan selaamgaidimaksud pada
ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPhags pedoman
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat
Rancana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 36
Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaidiawa&sud dalam
Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD ;
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatamddeagpengeluaran
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu daganggaran

berdasarkan prestasi kerja.
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Pasal 37
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka ejpemgn jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraam yaag berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan giaegcanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang diretkan dan merupakan
implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan progtamkegiatan tersebut pada

tahun berikutnya.

Pasal 38
Penyusunan RKA-SKD dengan pendekatan penganggagadt dilakukan
dengan mengintegrasikan seluruh proses perencadaan penganggaran di

lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen ren&ana dan anggaran.

Pasal 39

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi @#akukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan derggaaran dan hasil yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasukeefsidalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut ;

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerjgas®laaa dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerjajkatdr kinerja, analisis
standar belanja, standar satuan harga, dan stpeldganan minimal ;

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pad@ pyditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dyatnfemuat rencana
pendapatan, belanja untuk masing-masing programkdgratan menurut fungsi
untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengaian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju datwn berikutnya.

Bagian Kelima
Penyiapan Raperda APBD
Pasal 41
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD seipagi@aa dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD ;
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sefarg dibahas oleh
tim anggaran Pemerintah Daerah ;
(3) Pembahasan oleh tim anggaran Pemerintah Daeralyaselasma dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuamaraa RKA-SKPD
dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafoggaman sementara,
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(1)

(2)

prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggasdrelumnya, dan dokumen
perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, inatikaherja, analisis standar
belanja, standar satuan harga, dan standar peftagananal.

Pasal 42
PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentan8D ABerikut
dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang teittadh oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah ;
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada gy#erdilri atas nota

keuangan, dan rancangan APBD.

BAB V
PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Pasal 43

Kepala Daerah menyampaikan rancangan PeraturaralDtentang APBD kepada

DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungaga pinggu pertama bulan

Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangkaperoleh persetujuan

bersama.

1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 44
Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daetahgt&xPBD dilakukan
sesuai dengan peraturan tata tertibo DPRD mengatageraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ikivemsitkan pada
kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta @sodan plafon anggaran
sementara dengan program dan kegiatan yang dimsulalam rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Pasal 45
Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Datmdadap
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakuglm$at-lambatnya 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersarglilaksanakan ;
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimp&dadayat (1), Kepala
Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Déemgdng Penjabaran
APBD.
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(1)

(@)

@)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 46
Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dirdalalam Pasal 45
ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama denggrall Daerah terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, KepalaaDbamelaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBDurt anggaran
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap butang disusun dalam
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ;
Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluanapethulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belamag bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib ;
Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimanasdich@lada ayat (1)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dagriGuh
Pengesahan terhadap rancangan Peraturan KepalahDaebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambafiy/dlima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud ;
Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud psdt (4) belum
disahkan, rancangan Peraturan Kepala Daerah temA®RBD ditetapkan
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran RAPBD
Pasal 47

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang tiéatujui bersama
DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tefangbaran APBD
sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lan®odtiga) hari kerja
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepadaakeepaerah selambat —
lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak rditanya rancangan
dimaksud ;
Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluadamlawaktu 15 (lima
belas) hari sejak rancangan diterima, maka Kepakrdh dapat menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadiuUfen Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah terRangabaran APBD
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjad&tBD ;
Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancar@eraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Dderdhng Penjabaran

APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum danupamaperundang —
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undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkacangan dimaksud
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala baera

(5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rangangeraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Dderdhng Penjabaran
APBD bertentangan dengan kepentingan umum danuparaperundang —
undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersar®RID melakukan
penyempurnaan selambat — lambatnya 7 (tujuh) bharhitting sejak
diterimannya hasil evaluasi ;

(6) Apabila hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dinthksda ayat (5) tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, darpdda Daerah tetap
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang A#BD rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBadid¢teraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah, Gubernur membatal&gtuPan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dimaksud sekaligus merayatbkrlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya.

Pasal 48

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan peatdrat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), Kepala Daerabsharemberhentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DERBrba Kepala Daerah
mencabut Peraturan Daerah dimaksud ;

(2) Pencabutan Praturan Daerah sebagaimana dimaksamd &asal 47 ayat (6)
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencalRgsaturan Daerah
tentang APBD ;

(3) Pelaksana pengeluaran atas pagu APBD tahun sebgusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) ditetapkan derRRamaturan Kepala
Daerah.

Pasal 49
Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan DaerahnggerAPBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APRiapkan dengan Keputusan

Gubernur.

Pasal 50
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimalesaich dPasal 47 ayat (5)
dilakukan Kepala Daerah bersama dengan PanitiasagdPRD ;
(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada(Byditetapkan oleh
Pimpinan DPRD ;
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pgta(?) dijadikan
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD ;
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(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada3 dilaporkan
pada sidang paripurna berikutnya ;

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pagkt &)

disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (Jigaari kerja setelah

Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
Dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Pasal 51

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan raacdPgraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaldidstapkan oleh
Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang ABBD Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang ABRB[Pataturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimabadd ayat (1)
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desembdrunta angaran
sebelumnya ;
Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah teARBY dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubesalambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VIl
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pasal 52
SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebamjbeldaerah untuk
tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atag Vidak cukup tersedia
anggarannya dalam APBD ;
Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimakswad gad (1),harus
didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efekfisien dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgaliagu.
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(1)

(@)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)
(2)

®3)

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 53

PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBiietapkan,
memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyuwan
menyampaikan rancangan DPA-SKPD ;
Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud padalgyatd€rinci sasaran
yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatangarapn yang disediakan
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana kemalana tiap-tiap satuan
kerja serta pendapatan yang diperkirakan ;
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yarah tdlsusunnya
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja alktgdemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 54
Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikascangan DPA —
SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bergangku
Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana ldioth pada ayat (1),
diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) harijdkesejak ditetapkannya
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksada payat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetuglegt&is Daerah ;
DPA-SKPD vyang telah disahkan sebagaimana dimaksaah payat (3)
disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan, kepaataars kerja
pengawasan daerah, dan BPK selambat — lambatrtyguld)(hari kerja sejak
tanggal disahkan ;
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digumaebagai dasar

pelasanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku peagagggaran/barang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 55
Semua penerimaan daerah dilakukan melalui reké@agimum daerah ;
Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh peaarinya ke rekening
kas umum daerah selambat — lambatnya dalam wa(satl) hari kerja ;
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yamgkiap atas setoran

dimaksud.
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(1)

(@)

(1)

(2)

)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Pasal 56
SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yaitgtapkan dalam
Peraturan Daerah ;
SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau meaeudan/atau
kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wgibgintensifkan

pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 57
Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daedk tdapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran ;
Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain demgama dan dalam bentuk
apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik séaaggsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransiadan/pengadaan barang dan
jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atauipe@® lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada Bank serta peaerirdari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnyapai@n pendapatan
daerah ;
Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud patala apabila
berbentuk uang harus segera disetor ke kas umumahdakan berbentuk

barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sabagentaris daerah.

Pasal 58
Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pebgkan tuntutan ganti
rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankada paekening
penerimaan yang bersangkutan untuk pengembaliagripeaan yang terjadi
dalam tahun yang sama ;
Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang fegada tahun — tahun

sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tetdkga.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 59
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidglat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBBtagkian dan
ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayatalR)xermasuk belanja

yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifgibwa

29



Pasal 60
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan beka@@as3PD, atau DPA-SKPD,

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 61
(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan daldBB ;
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan pelaghlespada Pegawai
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yamgyetd dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan médeipgrersetujuan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundadgngan yang berlaku.

Pasal 62
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut PajaghBsilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pgdon dan pajak yang
dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Patahriatau Bank lain yang
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi @os giro dalam jangka

waktu sesuai ketentuan perundang — undangan yaladie

Pasal 63
(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakudadarkan SPM yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengqujgaean ;
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ukhlak dengan
penerbitan SP2D oleh kuasa BUD ;
(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimaaksdichpada ayat (1),
kuasa BUD berkewajiban untuk :
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang Mllitean oleh
pengguna anggaran ;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beb@DAyaNg tercantum
dalam perintah pembayaran ;
c. Menguiji ketersediaan dana bersangkutan ;
d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengelua daerah ;
dan
e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembaygaag diterbitkan

oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratanditetapkan.
Pasal 64

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum badamgjatau jasa diterima

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangangan yang berlaku ;
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(@)

3)

(4)

(5)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepadgpea anggaran/kuasa

pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaag gikelola oleh

bendahara pengeluaran ;

Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaranatgripersediaan yang

dikelolanya setelah :

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang Mlliteaan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantialam perintah
pembayaran ; dan

c. Menguiji ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bajan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyarsg¢hagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi ;

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secaradpmabas pembayaran

yang dilaksanakannya.

Pasal 65

Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan meeantuk keperluan

pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD.

Pasal 66

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD sg@akgguna anggaran dilarang

menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaranrizake

(1)
(2)

(1)

(2)

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Pasal 67
Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukbrP&IKD ;
Semua penerimaan dan pengaluaran pembiayaan ddiéakbkan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 68
Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan keingkkas Umum Daerah
dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegistdelah jumlah dana
cadangan yang ditetapkan berdasarkan PeraturaalD@gitang pembentukan
dana cadangan yang berkenaan mencukupi ;
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayadlifiy tinggi sejumlah
pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk nengafeksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenan sesuairdgagg ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
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(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan keingkkas umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dersgmat perintah
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD

Pasal 69
(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkaakdlan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan hdas¥hagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti peaan yang sah.

Pasal 70
(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada junifgaman yang akan
diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutanaisetengan yang
ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan ;
(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asikukan dalam nilai

rupiah.

Pasal 71
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dldasapada perjanjian
pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kdsesp&ngembalian pokok

pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggarpihak peminjam.

Pasal 72
(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisinkan untuk gretokan dana cadangan
dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengdahjyang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ;
(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yanght#t@isiyang ditransfer
dari rekening kas umum daerah ke rekening danangadadilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD asefujuan PPKD.

Pasal 73
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksarggdabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telatapkian dalam Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 74
Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah fangs dibayarkan sesuai
dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya ieapprioritas utama dari
seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harusled@&an dalam tahun

anggaran yang berkenaan.
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Pasal 75
Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain betdasaKeputusan Kepala

Daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 76
Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan niRetakrintah Daerah,
penbayaran pokok utang dan pemberian pinjaman hiaglakukan berdasarkan
SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 77
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaasa kBUD berkewajiban
untuk :
a. Menelitian kelengkapan perintah pembayaran/peminglalian yang diterbitkan
oleh PPKD ;
b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pemhmayaag tercantum dalam
perintah pembayaran ;
Menguiji ketersedian dana yang bersangkutan ;
d. Menolak pencarian dana, apabila perintah pembayat@s pengeluaran

pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditatapk

BAB VI
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD
Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 78
(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi sengstama APBD dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya ;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diskamp&iepada DPRD
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun amaggyang bersangkutan,
untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerin@ataia

Bagian kedua
Perubahan APBD
Pasal 79
(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau apambkeadaan,
dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dabgiea penyusunan
prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yarsgarigkutan, apabila
terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsikabyemum APBD ;
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(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jeresniee;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih s&n@umnya harus
digunakan untuk tahun berjalan ;

d. Keadaan darurat ; dan

e. Keadaan luar biasa ;

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapatkukala pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnysuldan dalam

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikamdajporan realisasi

anggaran ;

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayau(d) d sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Renad Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Dadem

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaraalach rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadan darurat.

Pasal 80
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu)daam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa ;
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasatat (1) huruf e
adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penertaagtau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan leésiar dari 50 % (lima

puluh persen).

Pasal 81
Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Pamatidaerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutawk unendapatkan
persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang lggagan berakhir ;
Persetujuan DPRD terhadap rancangan PeraturaeraD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), selambat — lambatnya 3)(tlmulan sebelum

berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 82
Proses evaluasi dan penetapan rancangan PerataeaahCientang perubahan
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tepemgbaran perubahan
APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepaarah berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,59aslan Pasal 51 ;
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3)

(1)

(@)

3)

(4)

(1)

@)

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padat %) tidak

ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD, darpdda Daerah tetap
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang aRarubAPBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjaPamaibahan APBD,
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dichattibatalkan dan
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahujalbertermasuk untuk
pendanaan keadaan darurat ;

Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan ARBPeraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaidiaraksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 83
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tepfmmbatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), Kepala Daeralib wagmberhentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan ARBDselanjutnya
Kepala Daerah bersama DPRD mencabut PeraturaniDaienaksud ;
Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimakdachyat (1) dilakukan
dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan ParaRmarah tentang
Perubahan APBD ;
Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaaat di@mn/atau keadaan
luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842)yditerapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah ;
Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaantd#auofatau keadaan luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumié&kam rancangan

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pekks@APBD.

BAB VIl
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
Pasal 84
Pengguna anggaran/kuasa pengguna, bendahara peaeripengeluaran dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai bagayg/kekayaan
daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sdesungan peraturan
perundang — undangan yang berlaku ;
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkameio yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluatas lkeban APBD
bertanggung jawab atas kebenaran material dan taldrag timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.
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(1)

(@)

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan daerah
Pasal 85
Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan :
a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD ;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM ;
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surangeung jawaban
(SPJ) ;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D ;
e. Bendahara penerimaan/pengeluaran ; dan
f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka patetesn APBD ;
Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayditaiukan sebelum

dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 86

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengetisdaam melaksanakan tugas-

tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SK&D didantu oleh pembantu

bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendamgr@ysan sesuai kebutuhan

dengan Keputusan Kepala SKPD.

(1)

@)

(1)

(2)

3)

Pasal 87
PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan S&&nhgan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksapaagram dan
kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD ;
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapldn kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Penatausahasaan Bendahara penerimaan
Pasal 88

Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaiman donddisum Pasal 57 ayat
(3) dilakukan dengan uang tunai.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1gKeming kas umum
daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, diangghsetelah kuasa BUD
menerima nota kredit ;

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, atak, surat berharga
yang dalam penguasaannya lebih dari 1(satu) hgea Ban/atau nama pribadi

pada Bank atau Giro Pos.
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Pasal 89

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelengmarglembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran at@sipean yang menjadi
tanggung jawabnya ;

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikapordn
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD palimdpala tanggal 10
bulan berikutnya ;

PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisisasat laporan

pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimpksacdayat (2).

Bagian Keempat
Penatausasahaan Bendahara Pengeluaran
Pasal 90

Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerl$t-LS, SPP-UP, SPP-
GU, dan SSP-TU ;
PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausakaaangan pada
SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggding lambat 3
(tiga ) hari karja setelah diterimanya tagihan gérak ketiga ;
Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan gextsyn yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang - undangan gaagub;
Bendahara pengeluaran melalui pejabat penataus&eaangan pada SKPD
mengajukan SPP-UP kapada pengguna anggaran sdtingginya untuk
keperluan satu bulan ;
Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada aydila@piri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana ;
Untuk penggantian dan penambahan uang persedieadalara pengeluaran
mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU ;
Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimarakslid pada ayat (6)
harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan meatj@nh rincian

kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 91
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran memgajeiaintaan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan &P M-
Pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran mengpgnggantian uang
persediaan yang telah digunakan kepada kuasa Bebgath menerbitkan
SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawalaéasis penggunaan uang

persediaan sebelumnya ;
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(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhpengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengaj@kabaltan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkanT3PM-

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-pfedeman pada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92
(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukad&epank Operasional
mitra kerjanya ;
(2) Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebagaimana dimp&datayat (1), paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima ;
(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran gejigkan pengguna
anggaran bilamana :
a) Pengeluaran tersebut melampaui pagu ; dan /atau
b) Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai atenietentuan
perundang-undangan yang berlaku
(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayargipagaimana
dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan palingalan(satu) hari kerja

setelah diterima.

Pasal 93
Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaranetgtdanjut dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal 94
(1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pdateribaerah yang
mengacu kepada standar akuntansi pemerintah ;
(2) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana kglicha pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dasrahgacu Peraturan

Daerah tentang Pokok — pokok Pengelolaan Keuabgarah .

Pasal 95
Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi peateam menetapkan Peraturan

Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 96
(1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah paling seaigdiputi :
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(1)

(2)

)

(4)

(1)

(2)

3)

. Prosedur akuntansi penerimaan kas ;

a
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas ;
c. Prosedur akuntansi aset ;

d. Prosedur akuntansi selain kas ;

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayatisgdun berdasarkan
prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketenpgaaturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 97
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggar@kuntansi atas
transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dang,berada dalam tanggung
jawabnya ;
Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksudagatgl) merupakan
pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuandjagkdingan SKPD dan
menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengarsaeldn anggaran dan
barang yang dikelolanya ;
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada aysrd®) dari laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas mapkemangan yang
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD $elelambatnya 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna goaramberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadgtargjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalia@mnintang memadai,

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ydaglber

Pasal 98
PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksn@auoaaset, utang dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dartypegannya ;
PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daendih thari :
a) Laporan Realisasi Anggaran ;
b) Neraca;
c) Laporan Arus Kas ; dan
d) Catatan Atas Laporan Keuangan ;
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada aydis(@@un dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang StAkdaransi Pemerintahan
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(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayatil§®)piri dengan
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan kgam badan usaha milik
daerah /perusahaan daerah ;

(5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaiman&slich@ada ayat (2)
disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD ;

(6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimaraksilich pada ayat (2)
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka m#dmen

pertanggungjawaban pelaksanan APPD.

Pasal 99
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan alDaetentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRipddaporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuar(@®K) paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 100

(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimanaglichdalam Pasal 98
ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat - lambadnftiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir ;

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimaraksiid pada ayat
(1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) butaeladh menerima laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah ;

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksual gzt (2) BPK belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangamatuPan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diajukan &dpRRD.

Pasal 101
Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukaiyepeaian terhadap
laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan 8K laporan keuangan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam F¥sayat (1).

BAB X
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD
Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD
Pasal 102
(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sembumber pembiayaan

untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturarr@atentang APBD ;
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(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (lutupt dengan

pembiayaan netto .

Pasal 103
(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surpdiisitt APBD kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiapester dalam tahun
anggaran berkenaan ;
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimphksiadayat (1), dapat

dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbanga

Pasal 104
Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :
a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerahnalebelumnya ;
b) Pencairan dana cadangan ;
c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
d) Penerimaan pinjaman ; dan/atau

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD
Pasal 105
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaardiigtapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD.

Pasal 106
Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengumangmng, pembentukan

dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja pem@ingkatinan sosial.

BAB XI
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 107
Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran ddakiedadakan melalui rekening

kas umum daerah.
Pasal 108

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD menrklkaing kas umum

daerah pada Bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah
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3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(@)

(1)

(@)

)

(4)

Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pemgel daerah, kuasa
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekepamgeluaran pada
Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud padg2ydigunakan untuk
menampung penerimaan daerah setiap hari ;

Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksudgyadg?2) setiap akhir
hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekgrkas umum daerah ;
Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimalegled ayat (2) diisi
dengan dana yang bersumber dari rekening kas uraenaid;

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengaluaebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencengelwaran untuk

membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditatapolalam APBD.

Pasal 109
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan&gaugiro atas dana
yang disimpan pada Bank Umum berdasarkan tingkai swnga dan/atau
jasa giro yang berlaku ;
Bunga dan/atau yang diperoleh Pemerintah Daerahgagbana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

Pasal 110
Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikah Blank Umum
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bankryang bersangkutan

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebg@dgmbelanja daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah
Pasal 111
Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelofalgggatan, belanja, dan
kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiggngidtierah diselesaikan
seluruhnya dengan tepat waktu ;
Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului ataangjuenis tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagbger
Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan delyeudan tepat waktu,
diselesaikan menurut peraturan perundang-undaregamnberlaku ;
Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubukgperdataan dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenaigpigtdaerah yang cara

penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perunddaggan yang berlaku.

42



(1)
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Pasal 112
Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlalbatayarat dari pembukuan
sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusangonggara dan daerah,
kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyatesea dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (&)jegp menyangkut
piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 300000,00 (lima
milyar rupiah) ;
b. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jurdhin dari Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah
Pasal 113

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi japgkdek dan jangka panjang

untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danfataufaat lainnya.

(1)

(@)

(1)

(2)

®3)

Pasal 114
Investasi jangka pendek sebagimana dimaksud daksal R13 merupakan
investasi yang dapat segera dicairkan dan dimalksudktuk dimiliki selama
12 (dua belas) bulan atau kurang ;
Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud daésal 113 merupakan

investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebihide2 (dua belas) bulan.

Pasal 115

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dBisal 114 ayat (2)
terdiri dari investasi permanen dan non permanen ;

Investasi permanen sebagaimana dimaksud padalgydin{aksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat urdigerjualbelikan atau tidak
ditarik kembali ;

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud padaBydimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau add untuk diperjual belikan

atau ditarik kembali.

Pasal 116

Pedoman Investasi permanen dan non permanen gsebagadimaksud dalam

Pasal 115 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan tleaa Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 117

Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD danlehan lainnya yang
sah ;
Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksizdgyat (1) mencakup :
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atag yejenis ;
b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, re@nbagi hasil, dan

kerja sama pemanfaatan barang milik daerah ;
c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan kpeearan perundang-

undangan yang berlaku ;

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 118
Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian legiddn tindakan terhadap
barang daerah yang mencakup perencanaan kebutyeganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemelihara@natapsahaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pangam
Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan ReratDaerah dan

berpedoman pada peraturan perundang —undangarbgdalu.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 119
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangamgemdanai kegiatan
yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankamdaau tahun anggaran ;
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksudyzdada) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayate(®)akup penetapan
tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan sagaiegram/kegiatan yang
dibiayai dari dana cadangan tersebut ;
Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimakslal pat (1) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan daeramlkeDAK, pinjaman
daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannytasiibmtuk pengeluaran
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undaraganberlaku ;
Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggengadi penerimaan

pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berstamgku
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(1)

(@)

@)

(4)

(1)

(2)

@)

(1)

(2)

3)

Pasal 120
Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasayatl@l) ditempatkan
pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD ;
Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada(l3 belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana térdelpat ditempatkan
dalam portofolio yang memberikan hasil tetap derngarko rendah ;
Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaintamaksud pada ayat (2)
menambah dana cadangan ;
Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian tidedg terpisahkan dari

laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah
Pasal 121

Kepala Daerah dapat mengadakan utang daerah skesugn ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD ;

PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerdhng pelaksanaan
pinjaman daerah ;

Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebardda gnggaran belanja

daerah.

Pasal 122
Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadswsatelah 5
(lima) tahun sejak utang tersebut jauh tempo, Kedigetapkan lain oleh
undang-undang ;
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (@hdertpabila pihak yang
berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebk&rakhirnya masa
kadaluwarsa ;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tideaku untuk

pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman kdaera

Pasal 123

Pinjaman daerah bersumber dari :

a.

b
c
d.
e

Pemerintah ;

. Pemerintah Daerah lain;
. Lembaga Keuangan Bank ;

Lembaga Keuangan Bukan Bank ; dan

. Masyarakat.
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Pasal 124

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan PamatDaerah setelah
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan ;

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksagh payat (1)
dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Mentalam® Negeri ;

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada aysgkidnang - kurangnya
mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerahgyakan diterbitkan ;

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah diakggapada penerimaan
pembiayaan ;

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggar&da pelanja bunga

dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 125
Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan pergterandang-undangan yang

berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 126
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuanganh despada Pemerintah
Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoastkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Pasal 127

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12@uihgliemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendilik pelatihan, serta
penelitian dan pengembangan ;

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayatméhcakup
perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahadanggemgjawaban
keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, seetmbdagaan pengelolaan
keuangan daerah ;

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi gabsna dimaksud pada
ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan Ap&Bksanaan, dan
pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secarfialbe dan/atau
sewaktu — waktu, baik secara menyeluruh kepadaakdaeraupun kepada

daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan ;
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(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ggata(1) dilaksanakan
secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kdpaéaah, anggota DPRD,
Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 128
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ditkasikan oleh Gubernur

selaku Wakil Pemerintah.

Pasal 129
DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaatur@ardaerah tentang
APBD.

Pasal 130
Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berped@dark@tentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern
Pasal 131
(1) Dalam rangka meningkatkan Kkinerja, trasparansi, dakuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern dkdingan pemerintahan
daerah yang dipimpinnya ;
(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sisitem pengedaliam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuatupen perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 132
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabanng@uaDaerah dilakukan

oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undaagarberlaku.

BAB XIlI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 133
(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh timdadedanggar hukum atau
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan i sdengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku ;
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(@)

3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atabapdain yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan Kearajyang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan daeagib mengganti
kerugian tersebut ;

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan gagiti setelah mengetahui
bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugjévat perbuatan dari
pihak manapun.

Pasal 134
Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan lamgsatau Kepala SKPD
kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BRithbat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu @ikei ;
Segera setelah kerugian daerah tersebut diketedpada bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yangmyatta melanggar hukum
atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimakalaimdPasal 133 ayat
(2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggdpavatau pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabngabdesedia mengganti
kerugian daerah dimaksud ;
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidakgkin diperoleh atau
tidak dapat menjamin pengembalian kerugian dadfapala Daerah segera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan pengg&etiagian sementara

kepada yang bersangkutan.

Pasal 135

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendatatapejabat lain yang
dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada d@langampuan, melarikan
diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagteahadapnya beralih
kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli warisates pada kekayaan
yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal loemdahara, pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkuta

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahk watuk membayar
ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada(Byanenjadi hapus
apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputugamgadilan yang
menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawadimédagn bendahara,
atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejallabana, pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersang#liketahui melarikan diri
atau meninggal dunia, pengampu/yang memperolelahlakaris tidak diberi

tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanygi&e daerabh.
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Pasal 136

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaidiaios dalam Peraturan
Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau babakgn milik daerah, yang
berada dalam penguasaan bendahara, pegawai nagan bendahara, atau
pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaragstpemerintahan ;

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam PamalRiaerah ini berlaku
pula untuk pengelola perusahaan daerah dan bad@amb&in yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, jagpatidak diatur

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 137
(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dabapdgn yang telah
ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dajpandi sanksi administratif
dan/atau sanksi pidana ;
(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap l@adgtegawai negeri
bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebasikanbersangkutan dari

tuntutan ganti rugi.

Pasal 138
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahtaa pejabat lain untuk
membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalemktu 5 (lima) tahun sejak
diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktdefapan) tahun sejak terjadinya
kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi éeldp yang bersangkutan.

Pasal 139
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bead#itetapkan oleh BPK ;
(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukesur pidana, BPK
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan pergadadangan yang

berlaku.

Pasal 140
Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegavgri nBukan bendahara

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 141
Ketentuan lebih lanjut tentang cara tuntutan ghketugian daerah diatur dengan
Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturamdpagiundangan yang

berlaku.
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BAB XIV
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 142
Kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpad pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 143
Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepakrdh berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 144
Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
a. Menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanamum
b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkamoskio dan/atau

pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 145
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadssyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdeskalupan bangsa
(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tilpisahkan serta
dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menggkmakan kegiatan

BLUD yang bersangkutan.

Pasal 146
Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan bpeman teknis
dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawals &idang pemerintahan

yang bersangkutan.

Pasal 147
BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan daryanasat atau badan lain.

Pasal 148
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsurigkumembiayai belanja
BLUD yang bersangkutan.
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Pasal 149
Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BL&Mrdebih lanjut oleh

Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbamganteri Keuangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 150
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitargad pengelolaan
keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tied&rtangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 151

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153ydan Pasal 39 ayat
(2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun aag@f06 ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 y@itaksanakan mulai
tahun anggaran 2006 ;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353y&asal 51 ayat (1)
dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunam pgdaksanaan APBD
tahun anggaran 2007 ;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9419ygitaksanakan secara
bertahap mulai tahun anggaran 2007 ;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37%&adilakan mulai tahun

anggaran 2009.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 152
Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuandaerah diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 153
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Raraiaerah Kota Probolinggo
Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pokok—Pokok Pengelokamangan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 154
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelasgngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahR{otalinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopeml2£06
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 10 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, MH.
Pembina TK. |
NIP. 510 087 583
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
POKOK — POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penjelasan Umum :

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahibgang ditetapkan dalam Undang
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaleardd sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, yang diikuti dengperimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagadi@uar dalam Undang - Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antarmaeifhtah Pusat dan Pemerintahan
Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapdaiddengan uang, sehingga perlu dikelola
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksugbaken subsistem dari sistem
pengelolaan keuangan negara dan merupakan elerkek galam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Kecuali kedua undang-undang tersebut diatas, tatdapberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangamhdyang telah terbit lebih dahulu.
Undang - Undang dimaksud adalah Undang - UndangaXdm Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 terRamgendaharaan Negara, Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengelialanTanggung Jawab Keuangan Negara,
dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentartgrSiBerencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakanitrtga peraturan perundang-
undangan di atas adalah keinginan untuk mengetalarigan negara dan daerah secara efektif dan
efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilakkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik
yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparaagiintabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diagk® pokok-pokok muatan peraturan daerah
ini mencakup :
1. Perencanaan dan Penganggaran
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan &gahsgroses penyusunan APBD
semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakpaggambilan keputusan dalam
penetapan arah kebijakan umum, skala prioritaspgaetapan alokasi serta distribusi sumber
daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kdednanya dalam proses dan mekanisme
penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daenahakan memperjelas siapa
bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggeaizgn baik antara eksekutif dan DPRD,
maupun di-internal eksekutif itu sendiri.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan odsingimasing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam forneac&a Kerja dan Anggaran (RKA)
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SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasigyjelas tentang tujuan, sasaran, serta
korelasi antara besaran anggaran (beban kerjaatga batuan) dengan manfaat dan hasil yang
ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari skagiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu
penerapan anggaran berbasis kinerja mengandungamadiimva kita berkewajiban untuk
bertanggungjawab atas hasil proses dan pengguoadres dayanya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin texoja disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan gpatedn maupun belanja daerah. Untuk
menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanaksrgah baik dan benar, maka dalam
Peraturan Daerah ini diatur landasan administd#tiam pengelolaan anggaran daerah yang
mengatur antara lain prosedur dan teknis pengaaggeang harus diikuti secara tertib dan taat
azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggararkanp@nyusunan anggaran baik “pendapatan”
maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan@doman yang melandasinya apakah
itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputugkemteri, Peraturan Daerah atau
Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalansesrgpenyusunan APBD Pemerintah
Daerah harus mengikuti prosedur administratif yditgtapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang pdiperhatikan dalam penyusunan
anggaran daerah antara lain bahwa : (1) Pendapatandirencanakan merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapaikusgtiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertipgggeluaran belanja, (2) Penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepdstsgdianya penerimaan dalam jumlah
yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan legigang belum tersedia atau tidak
mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/PerubahBBD (3) Semua penerimaan dan
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang gkusan harus dimasukan dalam APBD
dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya tpemtelalui mekanisme pajak dan
retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankanapselurun masyarakat. Keadilan atau
kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsyakaran “horisontal” dan kerwajaran
“vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal meaekan pada persyaratan bahwa masyarakat
dalam posisi yang sama harus diberlakukan samangkdn prinsip kewajaran vertikal
dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribotuk membayar, artinya masyarakat
yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggriétdr® beban pajak yang tinggi pula.
Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tetsebmerintah Daerah dapat melakukan
diskriminasi tarif secara rasional untuk menghikargrasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Dadratus mengalokasikan belanja
daerah secara adil dan merata agar relatif dap&naiti oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian paky umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingfesiensi dan efektifitas anggaran, maka
dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikanPgii¢tapan secara jelas tujuan dan sasaran,
hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yangnrdicapai, (2) Penetapan prioritas kegiatan

dan penghitungan beban kerja, serta penetapan satigan yang rasional.
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Aspek penting lainnya yang diatur dalam PeraturaerBh ini adalah keterkaitan antara
kebijakan policy), perencanaanpkanning) dengan penganggarabudget) oleh Pemerintah
Daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan f#ate sehingga tidak menimbulkan
tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatam B&merintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuark umémyelaraskan kebijakan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mekagkan sumber daya secara tepat
sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan $ofdigi pelaksanaan pengelolaan
anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengat@@ayupunan anggaran merupakan hal penting
agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan y#ity dalam konteks kebijakan, anggaran
memberikan arah kebijakan perekonomian dan mengg&auh secara tegas penggunaan
sumber daya yang dimiliki masyarakat, (2) funggemé anggaran adalah untuk mencapai
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomianari@paran menjadi sarana sekaligus
pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesgafa dalam berbagai hal di suatu
daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kelnjakaum APBD sejalan dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasgngunan RAPBD kepada DPRD untuk
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Baidas kebijakan umum APBD yang
telah disepakati DPRD, Pemerintah Daerah bersamgadeDPRD membahas priotitas dan
plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuansktigp Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana KerjaAdggaran SKPD (RKA-SKPD)
yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akapal. Rencana Kerja dan Anggaran ini
disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun barja setelah tahun anggaran yang sudah
disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudisanapaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahas disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyuRammangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukacaRgan Peraturan Daerah tentang
APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen plamaignya kepada DPRD untuk dibahas
dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terirsampai dengan unit organisasi, fungsi,
program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRRktidnenyetujui Rancangan Peraturan
Daerah tetang APBD tersebut, untuk membiayai kaparisetiap bulan Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggisiyay sebesar angka APBD tahun

anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk beyamg mengikat dan wajib.

. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyetanggamerintahan daerah adalah
juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keudageah. Selanjutnya kekuasaan tersebut
dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolarngan derah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuangergagkat daerah selaku pejabat pengguna
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anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Seisrefaaerah. Pemisahan ini akan
memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang aaggung jawab, terlaksananya
mekanismechecks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profelssoma
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Danatgesgglia harus dimanfaatkan dengan
sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkgilayanan dan kesejahteraan yang
maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkemlaangang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yamgyeiabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, anggait&aa, dan antar jenis belanja, serta terjadi
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih t#hetumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu d&eadaan darurat Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedigasagnya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disamrpdédam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam Rerddaerah ini adalah memberikan
peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepadapegabat pelaksana anggaran, sistem
pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran,ememakas dan perencanaan keuangan,
pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan invegtasgelolaan Barang Milik Daerah,
larangan penyitaan uang dan Barang Milik Daeraladam yang dikuasai negara/daerah,
penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, seritaaki dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Dasaratipierjelas posisi satuan kerja
perangkat daerah sebagai instansi pengguna angdanapelaksana program. Sementara itu
Peraturan Daerah ini juga menetapkan posisi Sdtaga Pengelola Keuangan Daerah sebagai
Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsepedharaan akan dipusatkan di Satuan
Kerja Penglola Keuangan Daerah.

Namun demikian, untuk menyelesaikan proses pemaaygang bernilai kecil dengan
cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna asagg®emegang kas kecil harus bertanggung
jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasg dalam Peraturan Daerah ini dikenal
sebagai bendahara. Berkaitan dengan sistem pergelaan sistem pembayaran, dalam
rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan aklitaabsatuan kerja perangkat daerah
serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi gpaisan administratif) dan penerbitan SPM
(pengurusan pembayaran) berada satu kewenangagatySgtuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Saftkianpa Perangkat Daerah. Perubahan ini
juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh pembayaran. Dengan memisahkan
pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan kmhptheck and balance mungkin
dapat terbangun melalui : (a) ketaatan terhadagnkean hukum, (b) pengamanan dini melalui
pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yemakilp, (c) sesuai dengan spesifikasi
teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadafenkéan perundang-undangan dan
memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelolgadehenar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangaerlptan SPM kepada satuan
kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan perge kas secara periodik harus
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diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disaapaikit penerima dan unit pengguna kas.
Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan tliédaKerja Pengelola Keuangan Daerah
melakukan antisipasi secara lebih baik terhadapukghkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya
melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatapatean dari pemanfaatan kesempatan

melakukan investasi dari kas yang belum digunaldainad periode jangka pendek.

. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakdkéam rangka untuk menguatkan
pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangikangelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah waghyampaikan pertanggungjawaban
berupa : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) NeréalLaporan Arus Kas, dan (4) Catatan
atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksuduti sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyaradatui DPRD, laporan keuangan perlu
diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi jemea sehingga tidak dapat

dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Bemkddéiagan pemeriksaan telah dikeluarkan
Undang — Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pksaam Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemamnikgang dilaksanakan terhadap
pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaam itk pemeriksaan ekstern.
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerahadidédesn sejalan dengan amandemen IV
UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan afasrda keuangan dilaksanakan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK &t akelaksanakan pemeriksaan atas
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuanganBRK sebagai auditor yang
independen akan melaksanakan audit sesuai dengadastaudit yang berlaku dan akan
memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuamgawajaran atas laporan keuangan
pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadapdsr akuntansi pemerintahan. Selain
pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakydeaneriksaan intern. Pemeriksaan ini pada
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Penga\Resaah.

Oleh karena itu, dengan spirit sinkronisasi darergias terhadap berbagai undang-
undang tersebut diatas, maka pengelolaan keuangarald yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepad yang bersifat prinsip, norma, asas,
landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, pssia@an, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan ganaaerah secara rinci ditetapkan
oleh masing-masing daerah. Keberagaman dimungkitéegadi sepanjang hal tersebut masih
sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturaneri@ah. Dengan upaya tersebut,
diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggamtikréan mampu mengambil inisiatif dalam
perbaikan dan pemutakiran sistem dan prosedurnya seeninjau kembali sistem tersebut

secara terus menerus dengan tujuan memaksimallaaensf tersebut berdasarkan keadaan,
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kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangkeroi, Pemerintah Daerah dapat
mengadopsi sistem yang disarankan oleh Pemeriegalasdengan kebutuhan dan kondisinya,
dengan tetap memperhatikan standar dan pedomardytatepkan.

Il. Penjelasan Pasal Demi Pasal :
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang malksiglengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keligatantu.
Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengartdsudin kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.
Efektif merupakan pencapaian hasil program dengaget yang telah ditetapkan, yaitu
dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang mgkmkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi selaasyla tentang keuangan daerah.
Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajibaemsang atau satuan kerja untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengemdaliaber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam ramghkecapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenadgarpendanaannya.
Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yaagukén dengan wajar dan proposional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkaitgdenperan dan fungsi sekretaris
daerah membantu kepala daerah dalam menyusun Kabijdan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terpasgklolaan keuangan daerah.
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Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas iagkan dan melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunanDAPdhg anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lagasysi dengan kebutuhan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10

Huruf a
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Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuaadalah sebagai akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayatealdlui usulan atasan langsung
yang bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yangcakap dokumen administrasi
kegiatan maupun dokumen admnistrasi terkait dengersyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-ualang
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14

60



Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaranraldaenenjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahumhgesangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa angga@mahd menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahgrbgesangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaemhdanenjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerimtdharah sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran hladéarus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangglaimmpemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakaggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaeamepntah daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan funddrmpentaonomian daerah.
Ayat (14)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam benardandp dan/atau jasa yang
dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolettan nilai wajar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalahabgimVah pendapatan daerah yang
dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanjaagyaligunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikuralggigan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
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Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adatdisils antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yangapken pemerintah seperti dana bagi
hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota daradatonomi khusus.
Pasal 25
Ayat (1)
Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukatan yang secara politis dapat
mempengaruhi kebijakan daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan wajib” dalam ayatadalah urusan yang sangat mendasar
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar &epambyarakat yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihafipoti urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkdtkagjahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggularakdayang bersangkutan, antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunamyfaean, dan pariwisata.
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daepdrti DPRD, Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SekratBfrRD, Dinas, Kecamatan, Lembaga
Teknis Daerah, dan Kelurahan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayait adalah Kklasifikasi yang
didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintabatiagglam memberikan pelayanan pada
masyarakat.
Ayat (6)
Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat adlahdirusan yang bersifat wajib dan
urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenanganefiatah Daerah.
Ayat (7)
Huruf a
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, ba&m&lentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundargpgad yang diberikan kepada
DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang deestdi dalam maupun di luar
daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang td&dsaiakan, kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji thinjangan, honorarium,
lembur, konstribusi sosial, dan lain-lain sejenis.
Huruf b
Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk gleankbarang dan jasa yang habis
pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contohmbekan barang dan jasa
keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos pegaldinas.
Huruf ¢
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukaand@angka pembelian/pengadaan
aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai mastaabtdebih 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seg@dm bentuk tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, bukwsgiadgan, dan hewan.
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Huruf d
Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakuteen kawajiban penggunaan
pokok utanggrincipal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka
pendek atau jangka panjang. Contoh : bunga utapgdeePemerintah Pusat, bunga
utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangarydainn

Huruf e
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan deegeerusahaan/lembaga tertentu
yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agagéa jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf f
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian baregig atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perapalierah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifdh tditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sertakidacara terus menerus.

Huruf g
Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara teeumerus dan selektif dalam bentuk
uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan upé&mingkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantusmaippolitik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Huruf h
Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas peatdagaerah yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
Contoh : Bagi hasil pajak provinsi untuk kabupatetd, bagi hasil pajak kabupaten
kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajakgrentahan kelurahan, dan bagi hasil
lainnya.
Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerahdiEam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contmntuan keuangan provinsi
kepada kabupaten/kota/kelurahan, bantuan keuargjaup&ten/kota untuk pemerintah
kelurahan.

Huruf i
Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa titdak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosiatigakgliperkirakan sebelumnya
termasuk pengembalian atas pendapatan daerahtaiumsebelumnya.

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisautdok mendanai kegiatan lanjutan,
uang Fihak Ketiga yang belum diselesaikan, dampgdaian target pendapatan daerabh.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkaatdsgupa hasil penjualan perusahaan
milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemaintdaerah yang dikerjasamakan
dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyenta@dal Pemerintah Daerah.
Huruf d
Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yangkdudadalam ketentuan ini adalah
penerbitan obligasi derah yang akan direalisagiesia tahun anggaran berkenaan.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk ivestaba Pemerintah Daerah.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, gtmgembangunan daerah, kebijakan

umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan prograwil&gahan.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
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yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalélhk tercapainya sinkronisasi,
keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraarerintahan berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi qriigan, menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudeiEmdbentuk rencana kerja dan
capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja dadesigan menggunakan analisis pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pedoman antara lain memuat :
a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi jk&bn Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah.
b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun angdagakutnya.
c. Teknis penyusunan APBD.
d. Hal-hal khusus lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, kepala [5Kiengevaluasi hasil
pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahunaesrggebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
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Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangkaelmmgn jangka menengah
dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutu

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukprestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor t&sialkuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap program darakag

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuta@berhasilan yang dicapai pada
setiap program dan kegiatan satuan kerja peraiigleaaih.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanjalagalailaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan swegiatan. Penyusunan RKA-SKPD
dengan pendekatan analisis standar belanja dilaks&eara bertahap disesuaikan dengan
kebutuhan.

Yang dimaksud dengan stnadar satuan harga adatgh katuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimalaldadlok ukur kinerja dalam

menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasgrigerupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
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Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal itatagédato pengantar nota keuangan
dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD belokutmen pendukungnya.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuadalah jumlah APBD yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perulPBD tahun sebelumnya.
Ayat 2
Yang dimaksud deengan belanja yang bersifat mengifalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan olalerib@ah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun amaggyang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajialadd belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan desarakat antara lain: pendidikan
dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajibad&@gaat pihak ketiga.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini ad&éetujuan untuk tercapainya
keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijalasional, keserasian antara
kepentingan publik dan kepentingan aparatur, sgiak meneliti sejauhmana APBD Kota
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, paratgang lebih tinggi, dan peraturan
daerah lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Hasil evaluasi harus menunjukan dengan jelas Il -€i dalam APBD yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangan serta alasan — &ksaterkait.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalgat ini adalah tempat
penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetagpghrkepala dearah.
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan y#glgh diatur dengan peraturan
perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.
Ayat (2)
Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijamgklengan komunikasi dan transprortasi
dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalatenkean ini yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang sudah menerapkdme banking system dalam sistem dan
prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapataacam itu perlu pengaturan
khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Kepalabaer
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Peraturan Daerah dimaksud tidak boleh melanggaerkemgan umum dan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 57
Ayat (1)
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BlydDg telah diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dehghti-bukti yang sah.
Ayat(2)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengi&at belanja wajib dalam ayat ini
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 gyat (2
Pasal 60
Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA - SKPD dalasal i, seperti untuk kegiatan
yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman atiaedan DAK. Sedangkan yang
dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakanade88D seperti keputusan tentang
pengangkatan pegawai.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peaiagk kesejahteraan pegawai
berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kdwatja dan kelangkaan profesi.
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalahtgle membayarkan atas bukti-
bukti pengeluaran yang sah dari penguna angg&weamsa pengguna anggaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bukti penerimaan seperti dekuelang, akte jual beli, nota kredit
dan dokumen sejenis lainnya
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asingmdatilai rupiah dalam
menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Yang dimaksud dengan pihak lain seperti Pemerifadat, Pemerintah Daerah lainnya,
BUMD.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraarpdajelasannya yang akan direalisir
dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisa
Ayat(2)
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1) Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahuelwsehya adalah sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
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Pengeluaran tersebut dalam ayat ini temasuk belamjak keperluan mendesak yang
kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ngn#dBD yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Prosentase 50 % (Lima Puluh Persen) adalah merupdlisin (gap) kenaikan antara
pendapatan dan belanja dalam APBD.
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan sepert

a. dokumen kontrak yang asli ;

b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yamgiwka ;

c. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaanagng

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
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Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Sistem akutansi Pemerintah Daerah merupakan sexiamgkprosedur mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, elapgran posisi keuangan dan operasi
keuangan Pemerintah Daerah.
Standar akutansi Pemerintah Daerah adalah primsipip akutansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuagan Pemei@atah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 95
Kebijakan akutansi antara lain mengenai;
Pengakuan pendapatan ;
Pengakuan belanja;
Prinsip-prinsip penyusunan laporan ;
Investasi ;

Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset beanjuitlak berwujud ;

-~ ® a0 T p

Kontrak-kontrak konstruksi ;

Kebijakan kapitalisi belanja ;

Q
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h. Kemitraan dengan pihak ketiga;
i. Biaya penelitian dan pengembangan;
J. Persediaan,baik yang untuk dijual maupun untukidipsendiri ;
k. Dana cadangan ;
I. Penjabaran mata uang asing;

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 97

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalalbeudaya, yang antara lain meliputi
uang, tagihan, investasi, barang yang dapat didlkadlam satuan uang yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang menmtmanfaat ekonomi/ sosial di masa
depan.
Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat amlaldkekayaan bersih pemerintah
dearah yang merupakan selisih antara nilai selassiet dan nilai seluruh kewajiban atau
utang pemerintah daerah.
Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antamdisasi dan anggaran yang
ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat ( 3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasaporan keterangan pertanggung jawaban
kepala dearah.

Ayat (5)
Cukup jelas
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Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak wqukuntuk menutupi jumlah belanja
dalam satu tahun anggaran.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
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Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertergalnya piutang pajak daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 113
Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat pagingkatan pendapatan daerah dan/atau
peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan tigita mengganggu likuiditas keuangan
dearah.
Pasal 114
Ayat (1)
Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
a. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
b. Ditujukan dalam rangka menejemen kas; dan.

c. Beresiko rendah;
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Investasi yang dapat digolongkan sebagai invegtagika pendek antara lain deposito
berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)rbdlan/atau yang dapat diperpanjang
secara otomatis seperti pembelian SUN jangka petaelSBI.

Ayat (2)
Investasi yang dapat digolongkan sebagai invegtasyjka panjang antara lain surat
berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangkagendalikan suatu badan usaha,
misalnya pembelian surat berharga untuk menambaénkidtkan modal saham pada suatu
badan usaha; surat berharga yang dibeli pemeridegrah untuk tujuan menjaga
hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berhgeyay tidak dimaksudkan untuk
dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pende
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dapat digolongkan sebagai investasi permantmaalain kerja sama daerah dengan
pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaget daerah, penyertaan modal
daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya mawmpestasi permanen lainnya
yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilgg@ndapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Ayat (3)
Yang dapat digolongkan sebagai investasi non peemamtara lain pembelian obligasi
atas surat pembelian jangka panjang yang dimaksudk&uk dimiliki sampai dengan
tanggal jauh tempo dana vyang disisihkan pemerin@derah dalam rangka
pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantwalal nkerja, pembentukan dana
secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pearb&silitas pendanaan kepada usaha
mikro dan menengah.
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 119
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untelkggbuaran tertentu seperti
pendapatan RSUD, dana darurat.
Ayat (5)
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Salah satu contoh portofolio yng memberikan hasihd dengan resiko rendah adalah
deposito pada Bank Pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 121
Ayat (1)
Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jonolang/pinjaman yang ditetapkan
dalam APBD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitsegk tanggal 1 Januari tahun
berikutnya.
Ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 123
Huruf a
Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintaht d&pasal dari Pemerintah dan

penerusan pinjaman/utang luar negeri.
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Huruf b
Pinjaman daerah yang bersumber dari PemerintahaBdain berupa pinjaman antar
daerah.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Pinjaman daerah yang bersumber dari Lembaga KenaBgkan Bank antara lain
dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, giarsiun.
Huruf e
Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakait degvasal dari orang pribadi
dan/atau badan yang melakukan investasi dipasaalmod
Pasal 124
Ayat (1)
Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai itas@syang menghasilkan penerimaan
daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud pemberian bimbingan, supervisi, danskltasi kepada seluruh daerah
dalam ketentuan ini yakni dalam pelaksanaanya wrknpengelolaan keuangan kelurahan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
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Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat innbpdmneriksaan tetapi pengawasan
yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian aasgng telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan uARIBD.
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144
Huruf a

Yang dimaksud barang dan /atau jasa untuk layamaumuseperti rumah sakit daerah,
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dakungen, penyelenggaraan jasa

penyiaran publik, serta pelayanan jasa peneliteanpkngujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi @danfeelayanan kepada masyarakat
antara lain instansi yang melaksanakan pengelalaaa seperti dana bergulir usaha kecil

menengah, tabungan perumahan.

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dadaiad ini meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidi#tan pelatihan dibidang pengelolaan
keuangan BLUD.

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bigasin supervisi, konsultasi

pendidikan dan pelatihan didang penyelenggaraagram dan kegiatan BLUD.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Pasal

Cukup jelas
149
Cukup jelas
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Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
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